MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  80/KPTS/KU.010/M/1/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna
Anggaran dapat melimpahkan kewenangannya kepada

Kuasa Pengguna Anggaran,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Pertanian tentang Pendelegasian Kewenangan Pengguna
Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam

-Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lingkup Kementerian

Pertanian; .

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




Menetapkan

KESATU
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

43 /Permentan/0OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
KEPADA  KUASA PENGGUNA  ANGGARAN DALAM

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN.

Mendelegasikan kewenangan Menteri Pertanian selaku

Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran

lingkup Kementerian Pertanian untuk:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja;
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mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;

d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum

Pengadaan,

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender [ Seleksi
ulang gagal,

g. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;

h. menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia

Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
I rﬁenetapkan Penyelenggara Swakelola;

k. menetapkan Tim Teknis;

‘menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui

Sayembara/Kontes;

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

menetapkan pemenang pemilihan /Penyedia untuk metode
pemilihaﬁ:
1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
- Lainnya dengan nilai peigu anggaran paling sedikit
diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiahj,
atau
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling

sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

Kuasa Pengguna Anggaran dapat menugaskan Pejabat

Pembuat Komitmen untuk melaksanakan kewenangan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan
huruf b.
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- KETIGA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN
RERUBLIK INDONESIA,

SULAIMA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan; i

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
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Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Kementerian Pertanian.



